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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidanya pengaruh pendapatan 
asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) 
terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten kota Jawa tengah selama tahun 2012.  
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian adalah semua 
Kabupaten kota Jawa Tengah yang terdiri 29 Kabupaten dan 6 Kota. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah 
Kabupaten kota Jawa Tengah tahun 2012. Analisis data menggunakan uji asumsi 
klasik terdiri uji normalitas, uji heterokodastisitas, uji  multikolineritas dan uji 
autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda  dengan uji t, 
uji F, dan koefisien determinasi (R2).  
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui variabel PAD, DAU, DAK 
berdistribusi normal, variabel bebas tidak terjadi  heterokodastisitas, multikolinieritas 
maupun autokorelasi. Persamaan regresi linier berganda diperoleh Y= 2,211+ 
0,306X1+0,176X2+0,329X3. Berdasarkan uji hipotesis penelitian secara simultan 
variabel PAD, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara hasil 
uji t tes diperoleh hasil variabel PAD dan DAU dengan p< 0,05, sementara variabel 
DAK tidak berpengaruh terhadap belanja  modal. Nilai adjusted R2 =0,553 yang 
menunjukkan 55,3% variabel PAD, DAU dan DAK  dapat menjelaskan belanja 
modal sebesar 55,3%. 
 






The purpose of research is to know  influence of local revenue for general 
allocation fund and special allocation fund on the capital expenditure  of Kabupaten 
and  City in central java In 2012. 
The kind of research was research quantitative. sample are all district and 
city city central java consisting 29 kabupaten and 6 city.This study using secondary 
data reports in the form of the realization of regional the government district of a 
city central java 2012. Data analysis is using assumption classic test consisting of 
normality test, heterokodastisitas, multikolineritas test and autocorrelation test .The 




Based on  results statistic test that PAD, DAU, DAK variables are  normal 
distribution, all of variables are not  heterokodastisitas, multikolinieritas and 
autcorrelation. Equation of linier regression is Y= 2,211+ 
0,306X1+0,176X2+0,329X3. Based on  results statistic test that PAD and DAU 
variables influentl significantly to capital spending with p<005, while DAK was not 
significant to capital spending.adjusted R2 value is  =0,553 it means  55,3% PAD, 
DAU and  DAK  variables can explain capital spending with 55,3%. 
 
Keywords:  Local Revenue, General Allocation Fund And Specific Allocation, 





Latar Belakang Masalah 
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun 
kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 
32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui 
sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana 
operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya 
bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi 
anggaran. 
Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah 
daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, 
sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui 
anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana 
pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan 
penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. 
Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan atas asas 
desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, 
kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola 
Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah 
Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui 
kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).  
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pada : pertama, pengaruh 




dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana 




Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi 
seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 
berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2000). 
Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004). Kenis 
(1979) menandaskan bahwa anggaran merupakan alat koordinasi, komunikasi, 
evaluasi kinerja dan motivasi.  
 
Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Halim (2004), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 
32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber 
Pendapatan Asli Daerah terdiri: 
1. Pajak Daerah, 
2. Retribusi Daerah, 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 
 
Dana Alokasi Umum 
Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah 
provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang 
disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum 
adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada 
semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan 
kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip pinsip 
tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang 
harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi 
DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public 
antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004).  
 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di 
bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan 
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. 
DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah 
kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, 




adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau 
kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 
 
 
Anggaran Belanja Modal 
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 
asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 
meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).  
Metodologi Penelitian 
Obyek penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Jawa tengah 2012. Ruang 
lingkup penelitian ini dilaksanakan dengan memusatkan pembahasan mengenai 
pengaruh pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB, pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal di 
Kabupaten dan Kota di Jawa tengah 2012. Pengambilan sampel menggunakan total 
sampling. 
Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari Laporan keuangan APBD kabupaten dan Kota di Jawa tengah 2012. 
Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. 
 
Metode Regresi Linear Berganda 
Metode regresi linear berganda yaitu metode yang digunakan untuk menguji 
pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan 





Analisis Data Dan Pembahasan 
Uji normalitas 




p Keterangan  
Standardized Residual 0.387 0.998 Berdistribusi normal 
Sumber : Data diolah, 2014 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas data penelitian diperoleh  nilai 
signfikansi p  > 0,05 sehingga data dinyatakan  berdistribusi normal. Dari hasil 













Tabel 2.  Hasil Uji heteroskedastisitas 
 
Variabel T test signifikan Keterangan  
PAD 0,163 0,872 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAU -0,487 0,630 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAK 0,629 0,534 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
 
Tabel 2.   diketahui bahwa probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, 




Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
PAD 0,840 1,191 Tidak ada multikolinearitas 
DAU 0,361 2,773 Tidak ada multikolinearitas 
DAK 0,398 2,511 Tidak ada multikolinearitas 
Sumber: Data diolah 
 
Hasil perhitungan SPSS 17.00 For Windows pada tabel 2 menunjukkan : 
1) Tidak ada satu variabel bebas yang memiliki tolerance value kurang dari 0,10, 
sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 
dalam model regresi. 
2) Tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga 




Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi 
 
Durbin-Watson Ket 
1.826 Tidak ada autokorelasi 
Sumber: Data diolah 
Dari hasil pengolahan data sebagaimana nampak pada tabel 3 di atas di peroleh 
nilai Durbin Watson test sebesar 1,826. Karena nilai DW diantara nilai -2 sampai  + 
2 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi 










Analisis regresi berganda 
Tabel 5.  Hasil uji regresi linier berganda 
 Koefisien  t test signifikansi 
Konstanta  2,211   
PAD 0,306 3.412 0.002 
DAU 0,176 2.350 0.025 
DAK 0,329 0.573 0.571 
Ftest 15,048   
Adjustment R2 0.553   
Sumber: Data diolah, 2014 
Berdasarkan tabel 5. Persamaan Regresi  
Y= 2,211+ 0,306X1+0,176X2+0,329X3 
Persamaan regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas (PAD, 
DAU dan DAK) terhadap belanja modal. Interprestasi dari angka-angka koefisien 
persamaan regresi : 
a. Nilai konstanta  = 2,211; artinya apabila nilai variabel independen sama dengan 
nol, maka nilai variabel dependen diharapkan sebesar 2,211 satuan 
b. Nilai koefisien 1 = 0,306; artinya  variabel PAD mempunyai pengaruh positif 
dengan belanja modal. Apabila variabel independen lainnya tetap (DAU dan 
DAK), ceteris paribus maka setiap kenaikan PAD sebesar 1 %  akan 
mengakibatkan peningkatan  belanja modal sebesar 0,306 satuan 
c. Nilai koefisien 2 = 0,176; artinya variabel DAU mempunyai pengaruh positif 
terhadap belanja modal. Apabila variabel independen lainnya tetap lainnya tetap 
(PAD dan DAK), ceteris paribus, maka setiap kenaikan DAU sebesar 1 %  akan 
mengakibatkan kenaikan perubahan belanja modal sebesar 0,176 satuan. 
d. Nilai koefisien 3 = 0329; artinya variabel DAK mempunyai pengaruh positif 
terhadap belanja modal. Apabila variabel independen lainnya tetap, (PAD dan 
DAU), ceteris paribus maka setiap kenaikan DAK sebesar 1 %  akan 
mengakibatkan kenaikan perubahan belanja modal sebesar 0,329 satuan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa factor Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah factor paling dominan yang mempengaruhi belanja modal dengan nilai 







Nilai  Fhitung (15,048) > Ftabel (3,32), maka Ho ditolak dengan demikian variabel 
PAD (X1), variabel DAU (X2), variabel DAK (X3), secara bersama-sama mempunyai 




1. Nilai tx1 variabel PAD  = 3,412 > ttabel = 1,96;  dengan nilai signifikansi 0,002 < 
0,05, maka H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dan positif 
antara X1 (PAD) terhadap Y (Belanja modal) secara parsial.  
2. tx2 variabel DAU  = 2,350 > ttabel = 1,96;  dengan nilai signifikansi 0.025< 0,05, 
maka H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara 
X2 (DAU) terhadap Y ( Belanja modal) secara parsial.  
3. tx3 variabel DAK  = 0.573 < ttabel = 1,96;  dengan nilai signifikansi 0.571> 0,05, 
maka H0 diterima, sehingga  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif 
antara X3 (DAK) terhadap Y (Belanja modal) secara parsial.  
 
Uji Determinasi 
1. Dari hasil perhitungan analisis regresi diketahui nilai ajusted R2 adalah penelitian 
ini adalah 0.553 atau 55,3%. Hal ini menunjukkan bahwa  55,3% variabel 
dependen yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu 
PAD , DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar model  seperti kebijakan pemerintah daerah. 
 
Pembahasan 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap Anggaran Belanja Modal  
Berdasarkan hasil analisis data pendapatan asli daerah (PAD)  terhadap 
anggaran belanja modal diperoleh nilai ttest 3,412 > ttabel = 1,96;  dengan nilai 
signifikansi 0,002 < 0,05, oleh karena itu secara secara parsial  pendapatan asli 
daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Semakin besar PAD 
maka semakin besar juga anggaran belanja modal.   
Hasil penelitian ini juga memperkuat penleitian Situngkir (2009) yang 
menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan 
pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku, tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal.  
Solikin (2010) bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, 
maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam 
melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu 
cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk 
kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. 
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 




pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain  Pendapatan Asli Daerah 
yang sah. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 
modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim, 2004).  
Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 
58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan 
pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan 
dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga 
apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. 
Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, 
dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat 
menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 
sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada 
pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan 
fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).  
 
Pengaruh Dana Alokasi Umum  terhadap  Anggaran Belanja Modal  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui variable Dana Alokasi Umum  
berpengaruh positif terhadap  Anggaran Belanja Modal secara parsial dengan nilai t 
test = 2,350 > ttabel = 1,96.  Hasil penelitian ini  memperkuat penelitian Nuarisa (2013) 
yang menyimpulkan  ada DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan 
merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam 
APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat 
menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan 
kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). 
 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus  terhadap  Anggaran Belanja Modal  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui variable dana alokasi khusus 
berpengaruh positif terhadap  Anggaran Belanja Modal secara parsial dengan nilai t 
test = 0.573 < ttabel = 1,96;  , maka disimpulkan  tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan dan positif antara X3 (DAK) terhadap Y (Belanja modal) secara parsial. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Arbie (2013) yang menyimpulkan 
teradapat Pengaruh yang positif  variable dana alokasi khusus  Terhadap 






Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapaan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantumendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan 
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah 
merupakan urusan daerah. 
Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah 
danselanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 
pemeliharaanpada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja Modal 
merupakan belanjadaerah yang dilakukan oleh pemerinah daerah diantaranya 
pembangunan danperbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga 
masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya 
infrastruktur yang baikdiharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di 
berbagai sektor,produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan 
pada gilirannyaterjadi peningkatan modal belanja. Pemerintah daerah 
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk 
menambah aset tetap. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran 
belanja modal pada Kabupaten dan kota di Propinsi Jawa tengah. 
 
Kesimpulan 
1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pada anggaran 
belanja modal di Kabupaten dan  Kota di Jawa tengah 2012. 
2. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan pada anggaran 
belanja modal di Kabupaten dan  Kota di Jawa tengah 2012. 
3. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh  pada anggaran belanja modal di 
Kabupaten dan  Kota di Jawa tengah 2012 
 
Saran  
1. Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau 
menambah jumlah sampel penelitian seperti periode pengamatan. 
2. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang 
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